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METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengkajian hukum terlebih

sistem perundang

ukum murni.

4. Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis

sebagai variable sosial yang empiris, tipe kajiannya sosiologi hukum.

5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Tipe kajiannya

sosiologi dan/atau sosial.

Pada konsep hukum pertama, kedua dan ketiga, dalam literatur-
literatur sering disebut sebagai konsep-konsep normatif. Dalam konsep ini
hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus
diwujudkan (ius constituedum) atau pun norma yang telah terwujud

sebagai perintah dan secara positif telah terumus jelas (ius constitutum)

174 Byrhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, him. 10.
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untuk menjamin kepastiannya dan juga yang berupa norma-norma yang
merupakan produk dari seorang hakim (judgements). Maka penelitian
hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma disebut penelitian
doktrinal.

Selanjutnya konsep keempat dan kelima merupakan konsep

normoloaik. Menurut Burhan Ashofa, hukum di sini bukan dikonsepkan

dalam alam pe tingkah laku atau aksi-aksi
interaksi. ensliti isehut@penelitian  sosial (hukum),
penelitia 1 %. Metode penelitian hukum
yang demiki e , doktrinat®. Jika'dilihat konsep hukum

doktrinal, dengan

pendekatan terkuantifikasi

pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

B. BENTUK PENELITIAN

Penelitian menurut bentuknya ada tiga, yaitu®’":

a. Penelitian Diagnostik merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk
mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu

gejala.

" 1bid. him. 34.
178 Setiono, op cit. him. 23.

Y7 1bid. him. 6.
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b. Penelitian Preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk

mengatasi masalah tertentu.

c. Penelitian Evaluatif merupakan penelitian yang dilakukan apabila

seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Bentuk penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian

gkaji, dan menilai apakah

Fraud dalam Jaminan

giingkin mengenal manusia, keadaan
alau gejala-gejala lainnya.  Penelitian  Deskriptif  bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala,
atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.

b. Penelitian yang bersifat Eksplanatif (menerangkan). Penelitian ini
bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya
hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti.

c. Penelitian yang bersifat Eksploratif (penjajakan atau penjelejahan).
Penelitian Eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan apabila
suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan
tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan

178 1bid. him. 5-6.
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mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru

mengenai suatu gejala itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila dilihat dari
sifatnya penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan
penelitian Deskriptif. Dalam penulisan hukum ini, penulis
bertujuan untuk menerangkan sejelas mungkin mengenai
pelaksanaan kegiatan pglayanan jaminan sosial BPJS Kesehatan di

dibidang Kesehatan.

E. PENDEKATAN PENELITIAN

1)

2)

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan
dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari
telaah  tersebut merupakan agrumen untuk memecahkan
permasalahan yang dihadapi.'™

Pendekatan Kasus (case approach), dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkuatan

hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan

bid. him . 93.
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kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan
pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.'®® Dalam penelitian
ini penulis mengambil contoh beberapa kasus yang ditelaah sebagai
referensi bagi suatu isu hukum.

3) Pendekatan Yuridis Sosiologis, penelitian ini menggunakan pula
pendekatan yuridis sosiologi, yaitu penelitian hukum yang

menekankan pada langka-langkah observasi dan analisis yang

bersifat

" socioleqd@

ang mempola®®.

Berkenaan dengan itu, maka pemahaman harus dicari dan didasarkan pada
setiap langkah interpretasi. Pemahaman yang benar hanya bisa lahir dari
suatu interpretasi yang dilandaskan pada aturan-aturan dan kanon-kanon

Kunstlehre.'84

him.3.

180peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, him. 94.

181). Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Stastistik, Rineka Cipta, Bandung, 2003,

182Roni Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1982. him 17.

8Mattew B. Miles and Micheal Huberman, Qualitatif Data Analysis, A Source Book of

New Methods, Sage Publication Inc, Beverly Ca, 1984, him. 21-22.

him. 25.

184Jean Grondin, Sejarah Hermeneutik, dari Plato sampai Gadamer, AR-R4ZZ Media,
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Memahami berarti mengaitkannya dengan apa-apa yang sudah
akrab dengan kita. ®Pemahaman yang benar harus melangkah ke balik
kata-kata yang terucap untuk mencapai motif-motif pendorong yang tak

terkatakan. &

F. JENIS DAN SUMBER DATA

burakart rg. Festi Isnyanti, MM
t  rujukan BPJS

ipe B dan Tipe C di

1) Bahan Hukum Primer

a) Pancasila

b) Undang-Undang Dasar 1945

¢) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuaransian

f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja

8bid., him. 26.

8 bid., him. 36.
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g) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian

h) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran

J) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

moé Ta 2009 tentang
omog Tahun 2009 tentang

Tahun 2011 tentang

p) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

q) Permenkes Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan
Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN)

r) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan

s) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan

t) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang

Hak-Hak Anggota POLRI
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u) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional.

v) Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 129 Tahun
2014 tentang Penjaminan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir dari Peserta Penerima Bantuan Iluran Badan

Penyelenggarg Jaminan Sosial Kesehatan

Kesehatan Nomor

esehatan Nomor

entasi - Penjaminan

Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS;
bb) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Jaminan
Kesehatan;

cc) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Based
Groups (INA-CBG’s)

dd) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasioanal,

ee) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
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ff) BPJS Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Jenis data yang mempunyai hubungan yang erat dan secara langsung
mendukung sumber data primer yang diperoleh dari literatur, buku-buku
ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan obyek peneligjan.

3. Sumber Data tersier
ang bersifat menunjang

dan sebag@l peleaglk Al Yo pahan hukum tersier,

aiiputi bahan-bahan kepustakaan
berupa bahan atau sumber primer.**” Bahan atau sumber primer ini terdiri
dari buku-buku, kertas kerja koferensi, lokakarya, seminar, dan
simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan
sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian, guna
mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk
ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.
Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer,
sekunder, dan tertier,’® diantaranya peraturan perundang-undangan,

yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, rancangan undang-undang,

¥7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit., him. 34.

18850erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul.Press, Jakarta, 1986, him. 52.
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laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan
dengan topik yang diteliti.

b. Data Lapangan.

Pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dengan
menggunakan teknik komunikasi,’® yaitu melalui kontak atau hubungan
pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden). Teknik

190

komunikasi dilakukan dengan wawancara (interview) - sebagai alat

eigan menggunakan pedoman

Dimana didalam

f) Siswanto Skep Ns (Kepala Sub Bidang Sumber Daya Medis)
g) Ary ( Karyawan BPJS RSUD)

H. TEKNIK ANALISIS DATA

Proses analisis data kualitatif mencangkup penggalian makna yang
ada di dalam data tertulis. Proses ini meliputi persiapan analisis data,
analisis pemilihan data, penggaalian makna yang mendalam terhadap data,

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajahmada University Press,
Yogyakarta, 1995, him. 110.

1%90loan Sitoros dkk, Cara Penyelesaian Karya llmiah Di Bidang Hukum, Mitra
Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006, him. 34.
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menyajikan data, membuat interpretasi yang lebih luas tentang makna
data™®*.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang
dilakukan peneliti secara bersamaan yaitu: reduksi data, sajian data, dan
penarikan kesimpuan. Reduksi data merupakan proses pemilihan,
pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi terhadap data

kasar yang diperoleh dari catatgn lapangan.

Y'Muhamad Taufiq dalam Disertasi "Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang
Berkeadilan Substansial”, him.191.

1921 pid.
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I. BATASAN OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan
diteliti.’® Variabel bisa dipelajari secara utuh apabila mengetahui berbagai
definisi, arti maupun keterhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu dalam
penelitian ini akan dijelaskan definisi operasional dari setiap variabel sebagai
berikut:

a.Penegakan hukum

dengan penegakan hukUm pdalah pelaksanaan hukum

. W@t palam bahasa asing kita

Yang dimaksug

: idupa@rmasy rakat dan bernegara.
Ditinjau dari sudut subje - egakan hiwmmiit dapat/@ilakukan oleh subjek

menjalankan aturan normatif atau meiakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi
subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan, bahwa suatu aturan
hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk
menggunakan upaya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau

dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga

3y/ariabel merupakan konsep yang bisa diukur atau bisa dinila, Lihat Rianto Adi,
Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2005, him. 27.

% Imron Rusyadi, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Sains dan
Inovasi 11 (2) 77-82 (2007)

203



mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu
mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan
formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam
arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang
formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan law enforcement ke
dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam

arti luas dan dapat pula digunakan istiJah penegakan peraturan dalam arti sempit.

pemerintahan suatu
bukan oleh orang. Istilah
orang yang menggunakan huku sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.!®®
b. Hak Atas Kesehatan

Sebagai penelitian hukum pada aras dogmatik, teori, dan filosofis,
penelitian ini mengandalkan bahan hukum sebagai sumber utama. Pengumpulan
data dilakukan melalui telaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer yang ditelaah mencakup peraturan-peraturan resmi serta
putusan-putusan hukum (authoritative record ). Sesuai karakter masalah yang
ingin dicari jawabannya, maka studi ini menggabungkan strategi studi tekstual
dan dokumen. Studi tekstual digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang

%Jimly  Asshiddigie, Penegakan Hukum, http://www.docudesk.com, diakses 12
November 2014, jam 15.00 WIB
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Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dijelaskan
kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang
kesehatan telah sesuai dengan nilai keadilan Pancasila. Studi dokumen dipakai
untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek hukum asuransi
khususnya asuransi kesehatan dengan nama Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial dibidang Kesehatan. Telaah bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal,

makalah, dan hasil penelitian yang secara substantif relevan dengan tema dan

Wwawancara.

c.Wawancara

196

Wawancara adalah perckapan dengan maksud tertentu™. Wawancara
dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, dan
motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara
digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara
pengamatan. Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan
pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat depth interview
(wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur,
menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi
tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan

langsung kepada pihak terkait yaitu BPJS Kesehatan

19 | exy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
2007, him. 186.
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d. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti. Observasi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang
diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung™”.

Suatu metode elalui dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, lapa an, publikasi dari berbagai
organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

J. INTERPRETASI

Interpretasi dilakukan dengan menggunakan tiga lapisan disiplin hukum,
yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Dogmatik hukum
dipakai untuk melakukan interpretasi pada aras aturan hukum positif tentang

aspek hukum kewajiban asuransi di bidang kesehatan.

97 Hadi, Sutrisno.Metodologi Research. Yogyakarta, 2000, him 151

1% Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi
Aksara, Jakarta, 2009, him. 52.
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Analisis dilakukan dengan melihat kaitan logis antara konsiderans dengan
batang-tubuh, serta hubungan-hubungan antar norma dalam batang tubuh untuk
menangkap anima legis dan ratio legis tentang aspek hukum asuransi di bidang
kesehatan. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma yang identik dengan
keadilan yang harus diwujudkan, terutama sebagai ius constitutum®®®.

Teori hukum berfungsi untuk mengeksplorasi doktrin, teori, dan asas-asas
hukum mengenai berbagai hal yang terkait dengan aspek hukum asuransi di

bidang kesehatan.

Pada aras Fil
gagasan-gagasan
dan nilai Panca

constituendum £

1% Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta:UNS 2010,
him.20

200 spetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya,
Jakarta: ELSAM, 2002, him. 147-156.
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